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BUPATIBURU
PEMTURAN BUPATIBURU
NOMoR:07TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BURU

BUPATIBURU,
bahwa dalam rangka meningkatkan efisjensi dan efektifitas pelaksanaan tuqas
pokok dan fuTsiDinas Perindustr'an dan peroagangan sesuaipasa.7 ayat (r)
Point f Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 200B, oe;lu
membentuk lJnit Peiaksana Teknis oinas (UPTD) Dinas perindustrian dan
Perdangan Kabupaten Buru;
bahwa pembentukan Unit Petaksana Teknis Dinas {UPTD) pada Dinas
Perindustdan dan Perdagangafl Kabupaten Buru dimaksudkan untuk
mempedancar pelaksanaan tugas dan iungsi Dinas perjnduatrian dan
Pedagangan di wilayah Kecamatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan Peratuan Bupati;

Undang-Undang Republik Indonesja Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok,pokok
Kepegawaian (LembaEn Negara Repubtik Indonesia Tahun .1974 Nomor b5,
Tambahan Lembafan Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagajmana
lelah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun j999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor g Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Tahun 1999 Nonor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890)l
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 teitanooembentu'(a1 orovirsi l\ra,uku Utara. Kab,paler BJrL dan KaDLpaten Varuai
Tenggara Barat (Lernbaran Negafa Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negarc Republik Indonesla Nomor 3995) sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahuf 2000
lentang Perubahan Atas Undang-lJndang Repubtik Indonesia Nomor 46 Tahun
1999 tentang Pembentukan Pmvinsi l\y'aluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten ltlaluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3961);
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan
Negara (Lembamn Negam Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahar Lembaran Negara Repubjik Indones:a Nomor4286)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentanoDetendaharaan Negara (Lembaral NEara Repubtik Inoonesia -ahJn 

2004
Nomof 5, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor4355)l
Ljndang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentano
Pembentukan Perauraq perundang-Undangan (-embaran Negara Republil
hdonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembafan Negara Republik
lndonesia Nomor 4389)l
Undang-Llndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentano
Pereiksaan peTetoiaan dar TanggJng Jawao Keuangan Negara (lenbara;
Negata Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Repubjik Indonesia Nomor 4400)i



Menetapkan

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentanqpene ntanal Daeral (Lenbaran Negara Repub,ik .ndoresia TalLr 200i
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah denga't Undang-Undang Republik lndonesia Nomor
12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Repubtik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme ntahan Daerah {Lembaran
l\egara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembarar
Negafa Republik Indon€sia Nomor 4844);

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tenianq
oer,mbangan rcwenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan Daerah
{Lembaran Nega6 Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembamn Negafa Republik Indonesia Nomor4438);

L Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor
5049);

10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesla Nomor 54 Tahun 2005 tentanq
Prnjaman Dae'af (Lembaran Negafa Repubt'^ Indoresia ahun 2005 \omoi
136, Tambahan Lembafan Negara Republik Indonesia Nomor4574);

11. Pefaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembafan Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0mor4575);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Infomasi Keuangan Daerah (Lembafan Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor .l38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4576)i

13. Pefaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tenlang Hibah
(Lembaran NegaE Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor'139, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor4574;

14. Pefaturan Peme ntah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor
4578);

15. Pefaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemedntah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembafan Negara Republik
Indonesia "fahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negafa Republik
Indonesia Nomor 4737)i

16. Peraiuran Peme ntah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Oqanisasi Perangkat Daemh (Lembaran NegaE Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof4741)j

17. Pefaluran Daerah Kabupaten Buru Nomof 04 Tahun 2008 tentang Perflbentukan
Organisasi dan Tata Keda Dinas Perindusirian dan Perdagangan Kabupaten
Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 04);

MEMUTUSMN :

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS {UPTD) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
KABUPATEN BURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Daiam PeEturan Bupatiiniyang dimaksud dengan l
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah bBerta perangkatdaeGh otonom yang tain sebagai

Badan Eksekutif Daerah.
c. BupatiadalahBupatiBuru.
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.



L Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaien Buru.
g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camatsebagai Perangkat DaeEh Kabupaten Buru.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas perindustfian dan

Perdagafgan yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas dilapangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dalam Peratufan Bupati ini dibentuk :
a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dlnas pedndustdan dan perdagangan Kabupaten Buru di Namlea

Kecamatan Namlea.
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pedndustdan dan pedagangan Kabupaten Buru di Waeneiat

Kecamatan Waeapo.
c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Buru di Waplau

Kecamatan Waplau.
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas perindustdar dan perdagangan Kabupaten Buru diAh Buaya

Kecamatan Air Buaya.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) Dinas perjndustrjan dan perdEgangan Kabupaten Buru di llath

Kecamatan Batabual.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS (UPTD)

Kedudukan

Pasal 3
(1) Unil Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur petaksana Teknis Operasional Dinas pedndustrian dan

Pedagangan di wilayah Kecamatan,
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oteh seorang Kepala yang beGda di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoodinasikan oleh Camat.

Tugas Pokok

Pasal 4
Unii Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perindustian dan
Perdagangan yang mempunyaiw ayah kerja pada Kecamatan.

Fungsi

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas meripunyai
lungsr I
a. lrelaksanakan sebagian tugas Dinas Pedndustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.
b. Pelakanaan unsur-unsuradministrasi.
c. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh Kepaia Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten

BUru.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6
(1). Susunan Orgarisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdki dari i

a Kepala UPTD.
b. PetugasAdministmsi.
c. PeiugasOperasional.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Unil Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati
inidan merupakan bagian yang tak teeisahkan.



TATA KERJA

Pasal 7
Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala llnit pelaksana Teknis Dinas, petugas Admnistrasi, petuoas
Opefasional, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integ|asi dan sinkronisasi
secara veftikal dan horizonlal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan oruanisasi
dalam llngkungan Kecamatan serta lnstansi lain sesuaidengan tugas masing-masing.

Pasal 8
Kepala Unil Pelaksana Teknis Dinas wajib mengawasi bawahan masing-masing da0 apabila lerladi
penyimpangan agaf mengambil langkah-tangkah yang dipe ukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang beflaku..

Pasal 9
(1) Kepala Unit Pelaksana 'feknis 

Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinaslkan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
oawanannya

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknjs Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta
bedanggungjawab kep?da Kepala Dinas perindustian dan perdagangan Kabupaten Buru untuk
menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal l0
Jenjang jabatan dan kepangkatan serla susuran kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yaBg berlaku.

Pasal 11
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan dibefientikan oteh Bupati atas usul Sekretaris Dae6h

bedasarkan masukan Kepala Dinas sesuaiketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dari pegawai Nege sipil yang memenuhi syarat sesuai

ketentuan Peraiuran Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal12
Hal-hal yang belum diaiur dalam Peratlfan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peratumn yang
oeflaKu.

Pasall3
Peraturan Birpati ini berlaku pada langgal d itetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 09 [iaret 2011 _

SEKRETARTS DAEMH ryratifTEN BURU I
f i " * - r '  (

JUHANA SOEDMDJAT

diNamlea
09 lr,laret 2011

TI BURU, F

M, HUSNIE HENTIHU

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2011 NOMOR : 07
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